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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

1. Pelaksanaan prinsip pencemar membayar melalui iuran sampah di 

Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton 

belum terlaksana dengan baik menurut prinsip yang dianut oleh 

OECD. Pelaksanaan iuran sampah di Kelurahan Panembahan dan 

Kelurahan Kadipaten hanya berdasarkan kewajiban sosial menurut 

aturan setempat bagi masyarakat di RT kelurahan tersebut. Prinsip ini 

jauh berbeda dengan apa yang diketahui oleh masyarakat, sampah 

yang dihasilkan ataupun warga yang sudah membuang sampah di 

tempatnya merasa sudah melaksanakan lebih dari kewajiban seorang 

warga disana. Bahkan mayoritas warga di Kelurahan Kadipaten dan 

Kelurahan Panembahan tidak mau disebut sebagai pencemar, 

masyarakat tentu setuju disebut sebagai pencemar apabila mereka telah 

terbukti melakukan suatu perbuatan yang merusak lingkungan. Dalam 

hal tersebut tentu di peraturan hukum nasional mengatur hal demikian 

tetapi prinsip pencemar membayar sesungguhnya ialah bahwa 

pencemar adalah semua orang yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan lingkungan bisa disebut sebagai pencemar. Prinsip 

pencemar membayar dalam hukum nasional perlu juga dipahami 

sebagai salah satu pelaksanaan peraturan yang ada di Indonesia, bukan 

hanya sebagai prinsip yang bergantung mengenai ganti rugi tetapi juga 
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sebagai tanggung jawab dan pemantik kesadaran diri masyarakat 

terhadap pencegahan kerusakan lingkungan. 

2. Jika dilihat dari kendala mengenai pelaksanaan prinsip pencemar 

membayar dalam lingkup masyarakat di Kelurahan Kadipaten dan 

Kelurahan Panembahan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat 

mengenai prinsip ini. Ada nya peraturan setempat yang mewajibkan 

warga untuk membayar iuran sampah per bulannya cukup berdampak 

signifikan pada pemahaman masyarakat, pemahaman akan 

pembayaran sebuah retribusi atau iuran sampah menjadi ukuran warga 

sebagai pengganti biaya lingkungan namun sebenarnya sebelum 

diadakan peraturan tersebut prinsip pencemar membayar seharusnya 

sudah bisa dipahami tetapi di prakteknya tidak ada yang memahami 

mengenai prinsip ini, bahkan terdapat warga yang merasa asing akan 

prinsip ini. 

B. Saran 

1. Sebaiknya dalam praktek di masyarakat terdapat elemen-elemen yang 

bisa menyampaikan prinsip pencemar membayar kepada masyarakat 

melalui sosialisasi mengenai prinsip ini ataupun juga lewat media 

sosial yang sekarang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat sehingga 

pelaksanaan prinsip tersebut mudah untuk berjalan sesuai dengan 

peraturan nasional dan sesuai dengan prinsip OECD. Karena jika 

masyarakat hanya mengetahui bahwa iuran sampah hanya merupakan 

kewajiban sosial dan bukan dari kesadaran diri maka akan terjadi 

kesenjangan antara hukum nasional Indonesia yang berporos pada 

prinsip OECD tersebut. 
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2. Sebaiknya dalam hal pemahaman akan prinsip ini adanya kalangan 

dari lembaga hukum yang memberikan edukasi bagi setiap masyarakat 

di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan ataupun dengan 

sosialisasi yang mudah untuk dimengerti setiap kalangan pada 

masyarakat.  
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